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KATA PENGANTAR 

Rencana Kerja (Renja) merupakan perencanaan jangka pendek yang dijadikan 

acuan pelaksanaan program kerja pembangunan selama 1 (satu) tahun. Renja ini 

merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan 

pada jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra). Renja OPD merupakan 

pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan program dan 

kegiatan tahun berikutny. Sesuai dengan Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

bahwa Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Renja OPD sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). 

Renja ini berisikan tentang evaluasai pelaksanaan rencana kerja perangkat 

daerah tahun lalu, isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Sekretariat DPRD, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan 

perangkat daerah. Renja 2025 ini merupakan proses pembangunan 1 (satu) tahunan 

yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada urusan pada tahun-tahun 

sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan. 

Penyusunan Renstra didasarkan kepada : 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. 

2. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2021-2026. 

3. Cascading Kinerja Sekretariat DPRD sebagai salah satu hasil review internal. 

4. Serta Dokumen pendukung lainnya. 

Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini, diharapkan 

mampu menjadikan proses pembangunan di Provinsi Sumatera Barat lebih terarah. 

 

Padang,       Januari 2024 
SEKRETARIS 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
 

H. RAFLIS, SH, MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19640930 198602 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan menyusun Rencana Kerja 

Tahunan (RKT), Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur staf yang 

melayani Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat baik secara 

Administrasi maupun secara teknis. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah 

(Renja-OPD) merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat  Daerah (OPD) untuk 

pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional bahwa Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Renja OPD sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja OPD 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 disusun sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan 

Pemerintah Repubuk Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta 

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat.  

1.1. Latar Belakang 

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Anggaran Tahun 2025 merupakan 

dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Rencana 

Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Anggaran tahun 2025 disesuaikan 

dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan 

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026. 

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Barat Anggaran Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja 

tahun 2022/2023 dan capaian kinerja terhadap Rencana Strategis Sekretariat DPRD 

tahun 2021-2026. Selain itu, Penyusunan rancangan Renja ini juga dilakukan dengan 
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menghimpun masukan-masukan dari seluruh bagian-bagian yang ada di Sekrtetariat 

DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah tipe B dan kemudian diatur 

dalam Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Tugas Pokok Sekretariat DPRD 

Provinsi Sumatera Barat adalah Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, 

Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan 

menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD; 

2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; 

3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD; dan 

4. Penyediaan dan Pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD. 

Dalam proses penyusunan program dan kegiatan pada rancangan Renja 

Sekretariat DPRD, sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 

tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah dimutakhirkan melalui Keputusan 

Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Kauangan  Daerah.  

 Melihat nomenklatur yang tersedia di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 

nomor 050-3708 tahun 2020 terdapat hubungan antara Renja Sekretariat DPRD dengan 

Renja Kementrian/ Lembaga yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

DPRD. Untuk kaitan dengan Kabupaten/ Kota secara langsung belum jelas namun 

dengan dilaksanakan fungsi Dewan yaitu fungsi pengawasan, maka secara tidak 

langsung ada keterkaitan antara Renja Sekretariat DPRD dengan Renja Kabupaten/ 

Kota, Renja yang disusun adalah pada kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan 

Aspirasi Masyarakat dan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam 

rangka melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat. 
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1.2. Landasan Hukum 

Yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD 

Provinsi Sumatera Barat adalah :  

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 ayat (3) tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah menyiapkan Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD). 

2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 

126, tambahan lembaran negara nomor 4438). 

3. Undang–Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah  

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan terakhir Undang-Undang 

nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah 

5. Undang-undang Nomor.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

6. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran negara tahun 2005 nomor 150, 

tambahan lembaran negara nomor 4614). 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, pasal 40 ayat 2 huruf j dijelaskan bahwa pada masa transisi, 

untuk mengindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka 

RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan 

kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.   

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-

3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kauangan Daerah 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Kauangan  Daerah 

13. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.  

14. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2008 Tentang RPJPD Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2005-2025 

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032. 

16. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. 

18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor. 39 tahun 2021 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026 

20. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana 

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2016-2021. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2025 disusun dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) selanjutnya menjadi Dokumen Perencanaan 

Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat tahun 2025, dan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan tujuan efektivitas dan 

efisien penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Barat dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD. 
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 Sebagai tujuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja tahun 2025 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah : 

1. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Barat baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan 

kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. 

2. Menetapkan indikator program/ kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan tahun 

2025. 

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan rencana kerja setelah diverifikasi 

dan disempurnakan oleh tim dari Badan Perencanaan Pembanggunan Daerah. 

4. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan 

akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Barat tahun 2025. 

5. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen 

perencanaan yang (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timebound) 

dalam kurun waktu satu tahun kedepan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian Renstra 

Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting 

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Review terhadap 

Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Masyarakat.   

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana 

Kerja Sekretariat DPRD. 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 Memuat Rencana Kerja dan pendanaan untuk tahun 2025. 

BAB V PENUTUP  
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 

 Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Barat Tahun Anggaran 2023 terdapat 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 76 

(tujuh puluh enam) subkegiatan. Program dan kegiatan yang ada tersebut telah 

dilaksanakan, namun di dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan/subkegiatan yang 

mencapai target kinerja, telah memenuhi target kinerja dan ada kegiatan yang tidak 

memenuhi target kinerja, baik secara fisik maupun keuangan. 

 Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Tahun Anggaran 2023 terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu di bawah 90%, 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan 

Mebel dan juga untuk pemeliharaan peralatan rumah tangga yang masuk dalam 

kategori mebel. Sub kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan efisiensi pemeliharaan 

yaitu pemeliharaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, sub kegiatan ini 

digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya. Tidak tercapainya target disebabkan efisiensi yang 

dilaksanakan yaitu pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan. 

3. Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan 

Daerah digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyusun dan 

membahas program pembentukan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan 

tugas dan fungsi lembaga. Sub kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan 

adanya beberapa anggota DPRD yang tidak mengikuti kegiatan Bapemperda.  

4. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka membahas rancangan perda oleh anggota DPRD. Alasan 

sub kegiatan ini tidak mencapai target keuangan adalah tidak terlaksananya 

kegiatan konsultasi akhir pembahasan rancangan perda pemajuan kebudayaan. 

5. Sub kegiatan penyelenggaraan kajian perundang-undangan digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyelenggarakan kajian perundang-

undangan. Tidak tercapainya target keuangan disebabkan efisiensi anggaran yang 

dilakukan oleh anggota DPRD, yaitu tidak seluruh anggota DPRD mengikuti 

konsultasi akhir. 
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6. Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, digunakan untuk fasilitasi pelaksanaan 

Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD. Kegiatan ini tidak tercapai disebabkan oleh 

adanya kegiatan bimtek yang tidak dilaksanakan (efisiensi), selain itu ada juga 

beberapa anggota Dewan yang tidak mengikuti bimtek karena jadwal yang 

bersamaan dengan kegiatan lain. 

7. Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka mempublikasikan dan mendokumentasikan dewan. Tidak 

tercapainya sub kegiatan ini diakibatkan oleh terkait pelaksanaan sosialiasi perda 

(sosper) yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera 

Barat pada masa persidangan pertama terjadi efisiensi anggaran dimana semula 

dianggarkan 3 hari 2 malam untuk 2 kegiatan, namun pada pelaksanaannya dan 

sesuai dengan keputusan Banmus menjadi 2 hari 1 malam. Selain itu anggaran 

penginapan juga telah dianggarkan sesuai dengan Perpres 53 tahun 2023, namun 

pada waktu pelaksanaannya Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Perpres 

dimaksud belum disahkan sehingga terjadi efisiensi anggaran. 

8. Sub kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka kunjungan kerja dalam daerah oleh anggota DPRD. Sub 

kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena sudah diakomodir pada sub kegiatan 

pengawasan bidang pemerintahan lingkup komisi. 

9. Sub kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyusun pokok-pokok pikiran DPRD. 

Sub kegiatan ini hanya dapat direalisasikan ketika ada aksi unjuk rasa dari 

perwakilan masyarakat atau mahasiswa, jadi terjadi efisiensi anggaran. 

10. Sub kegiatan Pelaksanaan Reses digunakan untuk mengakomodir kebutuhan 

dalam rangka melaksanakan Reses pimpinan dan anggota DPRD. Tidak 

tercapainya sub kegiatan ini terkait pelaksanaan reses yang dilaksanakan oleh 

pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa persidangan 

pertama 2023/2024 terjadi efisiensi anggaran dimana semula dianggarkan 8 hari 7 

malam, namun pada pelaksanaannya dan sesuai dengan keputusan Banmus 

menjadi 5 hari 4 malam. Selain itu anggaran penginapan juga telah dianggarkan 

sesuai dengan Perpres 53 tahun 2023, namun pada waktu pelaksanaannya 

Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Perpres dimaksud belum disahkan 

sehingga terjadi efisiensi anggaran. 

11. Sub kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka memfasilitasi Tugas Pimpinan DPRD. Tidak tercapainya 



Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun 2025 

8 

 

target pada sub kegiatan ini disebabkan sedikitnya surat undangan baik dari 

Kementerian atau Daerah Kab/Kota yang akan dihadiri oleh Pimpinan DPRD. Selain 

itu banyaknya kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lainnya. 

12. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka memfasilitasi Tugas Panitia Khusus. Tidak 

tercapainya target pada sub kegiatan ini disebabkan karena tidak semua pansus 

dapat melaksanakan rangkaian kegiatannya, sehingga terjadi efisiensi. 

Terdapat juga sub kegiatan yang mencapai target baik secara anggaran maupun 

secara fisik. Adapun sub kegiatan yang mencapai target tersebut adalah sebaga berikut:  

1. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah digunakan 

untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyusun dokumen perencanaan 

perangkat daerah di lingkungan Sekretariat DPRD. 

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka 

mengevaluasi kinerja perangkat daerah di lingkungan Sekretariat DPRD. 

3. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka menyediakan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan 

Sekretariat DPRD. 

4. Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan honorarium pengelola keuangan di lingkungan 

Sekretariat DPRD. 

5. Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan 

SKPD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan pemeriksaan atau verifikai 

berkas keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD.   

6. Sub kegiatan koordinasidan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ 

semesteran SKPD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka 

mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ 

semesteran SKPD di lingkungan Sekretariat DPRD. 

7. Sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka mengamankan barang milik daerah SKPD 

dilingkungan Sekretariat DPRD. 

8. Sub kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah 

pada SKPD digunakan untuk mengakomodir kegiatan pengawasan dan 

pengendalian barang milik daerah. 
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9. Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka pencatatan dan pelaporan barang milik 

daerah SKPD dilingkungan Sekretariat DPRD. 

10. Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian digunakan 

untuk mengakomodir pengolahan data pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Barat. 

11. Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 

digunakan untuk mengakomodir kegiatan peningkatan kapasitas dan kemampuan 

ASN Sekretariat Provinsi Sumatera Barat. 

12. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan komponen 

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dilingkungan Sekretariat DPRD. 

13. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan peralatan dan perlengkapan 

kantor dilingkungan Sekretariat DPRD. 

14. Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka menyediakan peralatan rumah tangga dilingkungan 

Sekretariat DPRD. 

15. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka menyediakan bahan logistik kantor dilingkungan 

Sekretariat DPRD. 

16. Sub kegiatan barang cetakan dan penggandaan digunakan untuk mengakomodir 

pengadaan barang cetak dan penggandaan di lingkungan Sekretariat DPRD.  

17. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanga-undang 

digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan bahan 

bacaan dan peraturan perundang-undangan dilingkungan Sekretariat DPRD. 

18. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu digunakan untuk mengakomodir kebutuhan 

dalam rangka memfasilitasi kunjungan tamu dilingkungan Sekretariat DPRD. 

19. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD digunakan 

untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyelenggarakan rapat koordinasi 

dan konsultasi SKPD dilingkungan Sekretariat DPRD. 

20. Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 

dilingkungan Sekretariat DPRD. 
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21. Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan digunakan 

untuk mengakomodir pengadaan kendaraan dinas yang diperuntukan untuk 

kegiatan lapangan atau operasional di Sekretariat DPRD. 

22. Sub kegiatan pengadaan mebel digunakan untuk mengakomodir pengadaan mebel 

seperti meja kursi sebagai penunjang kinerja pegawai Sekretariat DPRD. 

23. Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka mengadakan peralatan dan mesin lainnya 

dilingkungan Sekretariat DPRD. 

24. Sub kegiatan pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya digunakan untuk 

mengakomodir kegiatan pembangunan Gedung kantor dan bangunan lainnya di 

Sekretariat DPRD. 

25. Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan 

lainnya digunakan untuk mengakomodir kegiatan pengadaan sarana pendukung 

Gedung kantor sebagai alat penunjang kinerja pegawai Sekretariat DPRD. 

26. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka menyediakan jasa surat menyurat dilingkungan 

Sekretariat DPRD. 

27. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik digunakan 

untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik dilingkungan Sekretariat DPRD. 

28. Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan jasa peralatan dan 

perlengkapan kantor dilingkungan Sekretariat DPRD. 

29. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan jasa pelayanan umum 

kantor dilingkungan Sekretariat DPRD. 

30. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan digunakan untuk 

menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Kendaraan dinas Jabatan yang 

dimaksud yakni Kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil 

Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah (tidak termasuk Kepala 

Perangkat Daerah). 

31. Sub kegiatan penyedian jasa pemeliharaan, biasa pemeliharaan, pajak dan 

perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan digunakan untuk 
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mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan jasa pemeliharaan, biasa 

pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.  

32. Sub kegiatan pemeliharaan paralatan dan mesin lainnya digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka memelihara paralatan dan mesin lainnya 

digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memelihara paralatan 

dan mesin lainnya.  

33. Sub kegiatan pemeliharaan/rahbilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau 

bangunan lainnya digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka 

memelihara/merehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan 

lainnya. 

34. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung 

kantor atau bangunan lainnya digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam 

rangka memelihara/merehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 

atau bangunan lainnya.  

35. Sub kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyelenggarakan administrasi keuangan 

DPRD.  

36. Sub kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan pakaian dinas dan atribut 

DPRD. 

37. Sub kegiatan pelaksanaan medical chek up DPRD digunakan untuk mengakomodir 

chek kesehatan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

38. Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD digunakan untuk 

Penyusunan Gaji Dan Tunjangan Untuk Anggota DPRD. 

39. Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD, kegiatan untuk mendukung secara penuh 

kegiatan-kegiatan pada masing-masing Fraksi DPRD.  

40. Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD digunakan untuk 

mendukung Kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

41. Sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan kebutuhan rumah tangga 

DPRD. 

42. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah 

Akademik digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka mefasilitasi 

penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik.  
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43. Sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka membahas KUA dan PPAS oleh anggota DPRD. 

44. Sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan perubahan PPAS digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka menfasilitasi anggota DPRD dalam 

melaksanakan Pembahasan Perubahan KUA dan perubahan PPAS.  

45. Sub kegiatan Pembahasan APBD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan 

dalam rangka menfasilitasi anggota DPRD untuk membahas APBD.  

46. Sub kegiatan Pembahasan Perubahan APBD digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka menfasilitasi anggota DPRD dalam melaksanakan 

Pembahasan Perubahan APBD.  

47. Sub kegiatan Pembahasan Laporan Semester digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka membahas laporan semesteran oleh Anggota DPRD. 

48. Sub kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka membahas Pertanggungjawaban APBD 

oleh anggota DPRD. 

49. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan 

Hukum digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menfasilitasi 

anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan urusan pemerintahan 

bidang pemerintahan dan hukum.  

50. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur digunakan 

untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menfasilitasi anggota DPRD dalam 

melaksanakan fungsi pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur.  

51. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 

digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menfasilitasi anggota 

DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan urusan pemerintahan bidang 

kesejahteraan rakyat.  

52. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian digunakan 

untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka mengawasi Urusan Pemerintahan 

Bidang Perekonomian.  

53. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 

digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menfasilitasi anggota 

DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan urusan pemerintahan bidang 

sumber daya alam.  

54. Sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan digunakan untuk mengakomodir kebutuhan 
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dalam rangka mengawasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan.  

55. Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka mengawasi Penggunaan Anggaran oleh Lembaga 

(DPRD). 

56. Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan Kelompok Pakar dan Tim 

Ahli untuk pimpinan dan anggota DPRD. 

57. Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka menyediakan Tenaga Ahli Fraksi. 

58. Sub kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka menyusun kode etik DPRD.  

59. Sub kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD digunakan untuk mengakomodir 

kebutuhan dalam rangka mengawasi Kode Etik DPRD.  

60. Sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD digunakan untuk mengakomodir 

penyusunan laporan kinerja DPRD. 

61. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, digunakan untuk 

mengakomodir kebutuhan dalam rangka memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan 

Musyawarah. 

Adapun rincian terhadap pencapaian target di atas dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 2.1 

Realisasi Keuangan dan Fisik 

NO 
Kode 

Rekening 
Uraian Pagu 

Realisasi  

Fisik Keuangan 

% Nilai (Rp.) % 

    SEKRETARIAT DPRD  218.844.113.041  97,02   201.260.397.609  91,97 

1 4,02,01 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

111.217.051.431 99,65 109.550.622.876 98,50 

1,1 4.02.01.1.01 
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

688.680.500 100 687.148.500 99,78 

1.1.1 4.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 396.340.000 100 395.979.800 99,91 

1.1.2 4.02.01.1.01.06 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

292.340.500 100 291.168.700 99,60 

1,2 4.02.01.1.02 Administrasi keuangan perangkat daerah 11.733.787.078 100 11.532.068.861 98,28 

1.2.1 4.02.01.1.02.01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 10.350.732.078 100 10.151.128.761 98,07 

1.2.2 4.02.01.1.02.02 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugan ASN 338.860.000 100 338.860.000 100,00 

1.2.3 4.02.01.1.02.03 
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

448.835.000 100 448.200.950 99,86 

1.2.4 4.02.01.1.02.07 
Koordinasi dan penyusutan laporan keuangan 
bulanan/triwulanan/semesteran SKPD 

595.360.000 100 593.879.150 99,75 

1,3 4.02.01.1.03 
Administrasi barang milik daerah parda perangkat 
daerah 

807.742.830 100 786.555.462 97,38 

1.3.1 4.02.01.1.03.06 penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 72.646.600 100 72.531.300 99,84 

1.3.2 4.02.01.1.03.02 Pengamanan barang milik daerah SKPD 437.316.730 100 434.599.762 99,38 

1.3.3 4.02.01.1.03.04 
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik 
daerah pada SKPD 

297.779.500 100 279.424.400 93,84 

1,4 4.02.01.1.05 Administrasi kepegawaian perangkat daerah 116.394.000 100 113.921.871 97,88 
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NO 
Kode 

Rekening 
Uraian Pagu 

Realisasi  

Fisik Keuangan 

% Nilai (Rp.) % 

1.4.1 4.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 43.020.000 100 41.387.000 96,20 

1.4.2 4.02.01.1.05.09 
Pndidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan 
fungsi 

0 0 0 0,00 

1.4.3 4.02.01.1.05.11 
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan 

71.464.000 100 70.624.871 98,83 

1.4.4 4.02.01.1.05.10 sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.910.000 100 1.910.000 100,00 

1,5 4.02.01.1.06 Administrasi umum perangkat daerah 14.174.430.733 100 14.053.431.405 99,15 

1.5.1 4.02.01.1.06.08 Fasilitas kunjungan tamu 199.981.000 100 198.450.000 99,23 

1.5.2 4.02.01.1.06.01 
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 

154.640.780 100 154.635.180 100,00 

1.5.3 4.02.01.1.06.02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.200.170.035 100 5.194.741.115 99,90 

1.5.4 4.02.01.1.06.03 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.286.571.322 100 1.269.087.150 98,64 

1.5.5 4.02.01.1.06.04 Penyediaan bahan logistik kantor 3.095.313.896 100 3.089.152.518 99,80 

1.5.6 4.02.01.1.06.05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 590.359.000 100 574.494.750 97,31 

1.5.7 4.02.01.1.06.06 
Penyediaan bagan bacan dan peraturan perundang-
undangan 

877.004.400 100 820.855.800 93,60 

1.5.8 4.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 2.631.956.000 100 2.626.488.642 99,79 

1.5.9 4.02.01.1.06.10 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 138.434.300 100 125.526.250 90,68 

1,6 4.02.01.1.07 
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan 
pemerintah daerah 

20.956.466.057 100 20.673.664.456 98,65 

1.6.1 4.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 404.634.222 100 398.354.100 98,45 

1.6.2 4.02.01.1.07.05 Pengadaan mebel 574.626.490 100 562.452.960 97,88 

1.6.3 4.02.01.1.07.06 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya 930.483.978 100 920.310.000 98,91 

1.6.4 4.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.149.488.292 100 13.908.547.396 98,30 

1.6.5 4.02.01.1.07.10 
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

4.897.233.075 100 4.884.000.000 99,73 

1,7 4.02.01.1.08 
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan 
daerah 

11.370.860.102 100 10.974.958.264 96,52 

1.7.1 4.02.01.1.08.01 Penyediaan jasa surat menyurat 182.496.775 100 180.395.100 98,85 

1.7.2 4.02.01.1.08.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.273.906.400 100 2.217.374.143 97,51 

1.7.3 4.02.01.1.08.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.521.280.000 100 1.391.632.878 91,48 

1.7.4 4.02.01.1.08.04 Penyediaan jasa pelayanan umun kantor 7.393.176.927 100 7.185.556.143 97,19 

1,8 4.02.01.1.09 
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan 
pemerintahan daerah 

8.303.027.914 95,29 7.782.693.461 93,73 

1.8.1 4.02.01.1.09.01 
Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemiliharaan dan 
pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas 
jabatan 

734.085.000 100 728.327.792 99,22 

1.8.2 4.02.01.1.09.02 
Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan ,pajak 
dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 

1.167.605.500 100 1.098.731.626 94,10 

1.8.3 4.02.01.1.09.05 Pemeliharaan mebel 99.940.000 88,5 88.450.000 88,50 

1.8.4 4.02.01.1.09.06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 52.290.000 100 50.605.350 96,78 

1.8.5 4.02.01.1.09.09 
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan 
lainnya 

3.316.944.914 88,56 2.937.459.741 88,56 

1.8.6 4.02.01.1.09.10 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

2.384.467.500 100 2.348.128.052 98,48 

1.8.7 4.02.01.1.09.11 
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana 
pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 

547.695.000 100 530.990.900 96,95 

1,9 4.02.01.1.15 Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 42.524.762.217 100 42.407.328.676 99,72 

1.9.1 4.02.01.1.15.01 Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 41.383.560.217 100 41.313.439.716 99,83 

1.9.2 4.02.01.1.15.03 Pelaksanaan medical check up DPRD 173.850.000 100 164.700.000 94,74 

1.9.3 4.02.01.1.15.02 Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD 967.352.000 100 929.188.960 96,05 

1,10 4.02.01.1.16 Layanan administrasi DPRD 540.900.000 100 538.851.920 99,62 

1.10.1 4.02.01.1.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD 46.475.000 100 44.792.000 96,38 

1.10.2 4.02.01.1.16.03 Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD 143.400.000 100 143.330.000 99,95 

1.10.3 4.02.01.1.16.04 Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD 351.025.000 100 350.729.920 99,92 

2 4,02,02 
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN 
FUNGSI DPRD 

107.627.061.610 94,3 91.709.774.733 85,21 

2,1 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 7.758.780.325 100 6.605.604.552 85,14 

2.1.1 4.02.02.1.01.01 
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan 
Peraturan Daerah 

1.143.353.300 100 974.717.605 85,25 

2.1.2 4.02.02.1.01.02 Pembahasan Rancangan Perda 5.999.367.400 100 5.168.977.167 86,16 

2.1.3 4.02.02.1.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 232.865.800 100 113.834.200 48,88 
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NO 
Kode 

Rekening 
Uraian Pagu 

Realisasi  

Fisik Keuangan 

% Nilai (Rp.) % 

2.1.4 4.02.02.1.01.04 
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau 
Naskah Akademik 

383.193.825 100 348.075.580 90,84 

2.1.5 4.02.02.1.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 0 0 0 0,00 

2,2 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 4.188.873.000 99,15 4.126.194.529 98,50 

2.2.1 4.02.02.1.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS 867.865.200 100 861.874.735 99,31 

2.2.2 4.02.02.1.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 679.470.700 100 674.821.863 99,32 

2.2.3 4.02.02.1.02.03 Pembahasan APBD 931.050.450 100 927.474.436 99,62 

2.2.4 4.02.02.1.02.04 Pembahasan Perubahan APBD 715.453.850 95 671.816.103 93,90 

2.2.5 4.02.02.1.02.05 Pembahasan Laporan Semester 10.266.000 100 10.133.750 98,71 

2.2.6 4.02.02.1.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 984.766.800 100 980.073.642 99,52 

2,3 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 8.632.387.520 100 8.472.990.210 98,15 

2.3.1 4.02.02.1.03.01 
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan 
dan Hukum 

1.451.179.570 100 1.432.005.100 98,68 

2.3.2 4.02.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1.431.192.200 100 1.349.540.700 94,29 

2.3.3 4.02.02.1.03.03 
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan 
Rakyat 

1.425.282.122 100 1.389.338.200 97,48 

2.3.4 4.02.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 2.380.600.350 100 2.379.202.050 99,94 

2.3.5 4.02.02.1.03.05 
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya 
Alam 

730.236.878 100 722.915.650 99,00 

2.3.6 4.02.02.1.03.06 
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan 
Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

93.558.000 100 91.995.000 98,33 

2.3.7 4.02.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 423.657.500 100 419.074.550 98,92 

2.3.8 4.02.02.1.03.08 
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah 

696.680.900 100 688.918.960 98,89 

2,4 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 60.461.825.325 89,91 50.368.465.122 83,31 

2.4.1 4.02.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 481.665.500 100 481.665.500 100,00 

2.4.2 4.02.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 15.475.313.225 100 11.548.545.585 74,63 

2.4.3 4.02.02.1.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 42.073.188.900 85,5 35.974.654.836 85,50 

2.4.4 4.02.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.431.657.700 100 2.363.599.201 97,20 

2,5 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 17.216.929.950 100 15.091.079.898 87,65 

2.5.1 4.02.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 0 0 0 0,00 

2.5.2 4.02.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 141.924.800 100 124.811.600 87,94 

2.5.3 4.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses 17.075.005.150 100 14.966.268.298 87,65 

2,6 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 636.463.890 100 630.120.768 99,00 

2.6.1 4.02.02.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 536.815.500 100 531.684.886 99,04 

2.6.2 4.02.02.1.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD 99.648.390 100 98.435.882 98,78 

2,7 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 8.731.801.600 100 6.415.319.654 73,47 

2.7.1 4.02.02.1.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 170.590.800 100 169.757.450 99,51 

2.7.2 4.02.02.1.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1.753.692.000 100 1.659.908.831 94,65 

2.7.3 4.02.02.1.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 4.472.540.000 100 3.739.725.921 83,62 

2.7.4 4.02.02.1.08.05 Failitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 2.334.978.800 100 845.927.452 36,23 

Dari pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Barat seperti yang telah diinformasikan di atas ada yang memenuhi target ada yang tidak 

memenuhi target disebabkan karena belum terencananya program dan kegiatan dengan 

baik sehingga belum dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.  

Akibat yang timbul dari program-program yang tidak memenuhi target 

mengakibatkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra tidak tercapai dan 
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rencana yang sudah ditetapkan dalam Renstra tidak dapat terlaksana dengan baik dan 

perencanaan yang sudah ditetapkan menjadi sia-sia. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut ke depan Sekretariat akan menggunakan prinsip 

kehatian-hatian dalam menyusun Rencana Kerja dan apabila dirasa tidak mungkin dapat 

terlaksana alangkah baiknya program dan kegiatan tersebut tidak dimunculkan dalam 

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program dan 

kegiatan dapat dilihat dalam Tabel T.C.29, pada tabel T.C.29 masing-masing kegiatan 

sudah dicantumkan target dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan sejak 

tahun 2018. 
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TABEL T.C.29 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan 

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 

Provinsi Sumatera Barat 

NAMA OPD : SEKRETARIAT DPRD 

Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program / 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) / 

Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2017-2021 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan 
tahun 2020 (n-3)  

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d tahun 2022 

Ket Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2021 
(n-2)  

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 2021 
(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiatan 

s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = ( 7 / 6 ) 9 10 11 12 

          Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

          Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Terkirimnya surat 
yang tepat sasaran 
selama 1 tahun 

 1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn    

          Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Pembayaran biaya 
telepon, air, listrik dan 
kawat / faksimili / 
internet / VPN untuk 1 
tahun 

 1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn    

          Penyediaan Jasa 
Jaminan Barang Milik 
Daerah 

Pembayaran PBB dan 
premi asuransi untuk 
1 tahun 

 1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn    

          Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor, 
Pengamanan dan 
Sopir Kantor 

Pembayaran retribusi 
sampah dan jasa 
cleaning service untuk 
1 tahun, Pembayaran 
honorarium sopir 
kantor sebanyak 12 
orang, Pembayaran 
honorarium satpam 
kantor sebanyak 22 
orang 

 1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn 1 thn    
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program / 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) / 

Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2017-2021 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan 
tahun 2020 (n-3)  

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d tahun 2022 

Ket Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2021 
(n-2)  

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 2021 
(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiatan 

s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = ( 7 / 6 ) 9 10 11 12 

          Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan 
Kesehatan dan 
Pengobatan DPRD, 
Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah 

Medical check-up 
Pimpinan dan 
Anggota DPRD 
sebanyak 65 orang 

 1 kali   1 kali   1 kali   1 kali   1 kali   1 kali   1 kali   1 kali    

          Penyediaan Alat Tulis 
Kantor 

ATK Sekretariat 
DPRD selama 12 
bulan 

 1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn    

          Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Cetak dan 
penggandaan selama 
12 bulan 

 1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn    

          Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Alat listrik dan 
elektronik untuk 1 
tahun 

 1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn    

          Penyediaan peralatan 
rumah tangga 

Pengadaan peralatan 
/ perlengkapan pakai 
habis dan tabung gas 
5 unit 

 2 paket   2 paket   2 paket   2 paket   2 paket   2 paket   2 paket   2 paket    

          Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Tersedianya surat 
kabar / majalah dan 
buku sebanyak 126 
eksemplar 

 6 paket   6 paket   6 paket   6 paket   6 paket   6 paket   6 paket   6 paket    

          Penyediaan Makanan 
dan Minuman 

Makan dan minum / 
snack rapat DPRD 
dan Sekretariat DPRD 
untuk 1 tahun 

 13 paket   10 paket   10 paket   10 paket   10 paket   10 paket   13 paket   13 paket    

          Rapat-rapat Koordinasi 
dan Konsultasi ke 
Dalam Daerah dan ke 
Luar Daerah 

Terlaksananya 
koordinasi dan 
konsultasi kedalam 

 laporan 
dalam 
daerah 200 
buah, luar 

 laporan dalam 
daerah 200 buah, 
luar daerah 124 
buah  

 laporan 
dalam 
daerah 200 
buah, luar 

 laporan 
dalam daerah 
200 buah, 

 laporan 
dalam 
daerah 200 
buah, luar 

 laporan 
dalam 
daerah 200 
buah, luar 

 laporan 
dalam 
daerah 200 
buah, luar 

 laporan 
dalam 
daerah 200 
buah, luar 
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program / 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) / 

Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2017-2021 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan 
tahun 2020 (n-3)  

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d tahun 2022 

Ket Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2021 
(n-2)  

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 2021 
(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiatan 

s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = ( 7 / 6 ) 9 10 11 12 

dan luar daerah 
selama 1 tahun 

daerah 124 
buah  

daerah 124 
buah  

luar daerah 
124 buah  

daerah 124 
buah  

daerah 124 
buah  

daerah 124 
buah  

daerah 124 
buah  

          Penyediaan Jasa 
Pembinaan Mental dan 
Fisik Aparatur 

Terlaksananya 
honorarium instruktur 
senam, pembaca doa 
/ al quran dan 
penceramah selama 1 
tahun 

 1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun    

          Pengelolaan dan 
pendataan Dokumen 
Arsip OPD 

Pendataan arsip aktif 
dan pasif DPRD dan 
Sekretariat DPRD 
untuk 1 tahun 

 5 paket   5 paket   5 paket   5 paket   5 paket   5 paket   5 paket   5 paket    

          Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor 

Pembayaran retribusi 
sampah dan jasa 
cleaning service untuk 
1 tahun 

 1 thn   1 tahun   1 tahun 1 tahun  1 tahun  1 tahun   1 thn   1 thn    

          Penyediaan Jasa Sopir 
Kantor 

Pembayaran 
honorarium sopir 
kantor sebanyak 12 
orang 

 1 thn   1 tahun           1 thn   1 thn    

          Penyediaan Jasa 
Pengamanan Kantor 

Pembayaran 
honorarium satpam 
kantor sebanyak 22 
orang 

 1 thn   1 tahun           1 thn   1 thn    

          Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Tesedianya Jasa 
Peralatan dan 
perlengkapan kantor  

 1 thn   10 macam           1 thn   1 thn    

          Program Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana Aparatur 

Persentase 
berfungsinya sarana 
dan prasarana 
aparatur, kepatuhan 
pelaksanaan UU 
pelayanan publik 
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program / 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) / 

Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2017-2021 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan 
tahun 2020 (n-3)  

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d tahun 2022 

Ket Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2021 
(n-2)  

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 2021 
(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiatan 

s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = ( 7 / 6 ) 9 10 11 12 

          Pembangunan Gedung 
Kantor 

1 unit gedung kantor 1 0.3 0.7 0.7 0.7 0.0 0.3 1   

          Pengadaan Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Pengadaan 
kendaraan roda 
empat 4 unit 

4 unit  2 unit   2 unit   2 unit   2 unit   2 unit   4 unit   4 unit    

          Pengadaan 
Peralatan/Perlengkapa
n Rumah 
Jabatan/Dinas/Mess 

Peralatan / 
perlengkapan pakai 
habis, lemari dinding, 
tempat tidur 

3 paket  9 paket   9 paket   9 paket   9 paket   9 paket   3 paket   3 paket    

          Pengadaan 
Peralatan/Perlengkapa
n Gedung Kantor 

Laptop, PC, Scaner, 
Printer Photo, Printer, 
Kamera Shoting, 
Kamera Tustel, 
Handycam, CD 
Player, Televisi, Alat 
Fitnes, Alat Musik 

 1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn        

          Pengadaan mebeleur Alat kantor dan Alat 
Rumah Tangga 

9 paket  2 paket   2 paket   2 paket   2 paket   2 paket   9 paket   9 paket    

          Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Rumah 
Jabatan/Rumah 
Dinas/Mess 

Terpeliharanya 
bangunan rumah 
dinas dan mess untuk 
1 tahun 

1 tahun  1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun    

          Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Gedung 
Kantor 

Terpeliharanya 
bangunan gedung 
kantor selama 1 tahun 

1 tahun  1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun    

          Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Mobil 
Jabatan 

Terpeliharanya mobil 
jabatan DPRD selama 
1 tahun 

1 tahun  1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun    



Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun 2025 

21 

 

Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program / 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) / 

Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2017-2021 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan 
tahun 2020 (n-3)  

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d tahun 2022 

Ket Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2021 
(n-2)  

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 2021 
(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiatan 

s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = ( 7 / 6 ) 9 10 11 12 

          Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Terpeliharanya 
kendaraan roda 
empat, kendaraan 
roda enam dan 
sepeda motor selama 
1 tahun 

1 tahun  1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun    

          Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Peralatan/Perlengkapa
n Rumah 
Jabatan/Dinas/Mess 

Terpeliharanya 
peralatan dan 
perlengkapan instalasi 
dan jaringan rumah 
dinas dan mess untuk 
1 tahun 

1 tahun  1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun    

          Pemeliharaan 
rutin/berkala 
Meubeleur 

Pemeliharaan 
meubeleur selama 1 
tahun 

1 tahun  1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun    

          Pemeliharaan 
Rutin/Berkala 
Peralatan/Perlengkapa
n Kantor 

Pemeliharaan 
peralatan studio, 
komunikasi dan 
informasi selama 1 
tahun, Penggantian 
suku cadang dan jasa 
service peralatan dan 
perlengkapan kantor 1 
tahun, Pemeliharaan 
komputer, laptop, 
printer dan jaringan 
dan perlengkapan 
komputer selama 1 
tahun 

1 tahun  1 thn           1 tahun   1 tahun    

          Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Instalasi 
dan Jaringan 

Pemeliharaan 
instalasi dan jaringan 
gedung kantor untuk 1 
tahun 

1 tahun  1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun    
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program / 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) / 

Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2017-2021 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan 
tahun 2020 (n-3)  

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d tahun 2022 

Ket Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2021 
(n-2)  

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 2021 
(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiatan 

s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = ( 7 / 6 ) 9 10 11 12 

          Rehabilitasi sedang / 
berat rumah 
dinas/jabatan/mess 

Terlaksananya 
rehabilitasi sedang 
dan berat rumah 
dinas / rumah jabatan 

1 unit  1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn    

          Rehabilitasi sedang / 
berat gedung kantor  

Terlaksananya 
rehabilitasi sedang 
dan berat gedung 
kantor 

1 unit  1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn   1 thn    

          Pengadaan Komputer 
dan Jaringan 
Komputerisasi 

UPS, Laptop, PC dan 
printer 10 unit 

1 tahun  4 paket           1 tahun   1 tahun    

          Pengadaan Peralatan 
Studio, Komunikasi 
dan Informasi 

Pengadaan infocus, 
kamera, handycam 
dan conference 
system 1 unit 

1 tahun  4 paket           1 tahun   1 tahun    

          Pemeliharaan Rutin / 
Berkala Peralatan 
Studio, Komunikasi 
dan Informasi 

Pemeliharaan 
peralatan studio, 
komunikasi dan 
informasi selama 1 
tahun 

1 tahun  1 tahun           1 tahun   1 tahun    

          Pemeliharaan Rutin / 
Berkala Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Penggantian suku 
cadang dan jasa 
service peralatan dan 
perlengkapan kantor 1 
tahun 

1 tahun  1 tahun  1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun       

          Pemeliharaan Rutin / 
Berkala Komputer dan 
Jaringan Komputerisasi 

Pemeliharaan 
komputer, laptop, 
printer dan jaringan 
dan perlengkapan 
komputer selama 1 
tahun 

1 tahun  1 tahun           1 tahun   1 tahun    
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program / 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) / 

Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2017-2021 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan 
tahun 2020 (n-3)  

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d tahun 2022 

Ket Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2021 
(n-2)  

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 2021 
(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiatan 

s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = ( 7 / 6 ) 9 10 11 12 

          Pengelolaan, 
Pengawasan dan 
Pengendalian Asset 
OPD 

Honor pejabat 
pengadaan, pengelola 
asset untuk 12 bulan, 
biaya cetak dan 
penggandaan laporan 
asset dan koordinasi 
tentang asset 

1 tahun  1 tahun           1 tahun   1 tahun    

          Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Persentase disiplin 
aparatur dalam 
berpakaian dinas 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

          Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta 
Kelengkapannya 

Tersedianya pakaian 
dinas untuk Anggota 
DPRD dan pegawai 
130 orang 

2 paket  2 paket   2 paket   2 paket   2 paket   2 paket   2 paket   2 paket    

          Peresmian Pimpinan 
dan Anggota DPRD 
Provinsi Sumatera 
Barat periode 2020-
2024 

  0                 

          Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Rata-rata lamanya 
PNS mengikuti diklat 

                  

          Sosialisasi Peraturan 
dan Perundang-
undangan 

Terlaksananya 
sosialisasi peraturan 
perundang-undangan 
dalam daerah dan 
luar daerah 

12 kali  10 kali   15 kali   15 kali   15 kali   15 kali   12 kali   12 kali    

          Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan Perundang-
undangan 

Bimbingan tekhnis 
dalam daerah dan 
luar daerah  

10 kali  24 orang   24 orang   24 orang   24 orang   24 orang   10 kali   10 kali    

          Pengembangan 
Sumber Daya Aparatur 

Peningkatan 
wawasan untuk 4 

0  4 bagian                
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program / 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) / 

Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2017-2021 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan 
tahun 2020 (n-3)  

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d tahun 2022 

Ket Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2021 
(n-2)  

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 2021 
(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiatan 

s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = ( 7 / 6 ) 9 10 11 12 

bagian pada 
Sekretariat DPRD 

          Pelatihan Kantor 
Sendiri 

Terlaksananya 
pelatihan pegawai 
Sekretariat DPRD 
untuk 50 orang 

0  50 orang                

          Program Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

Tingkat keseuaian 
pelaporan capaian 
kinerja pada unit 
kinerja OPD, nilai 
evaluasi SAKIP, 
tingkat akurasi, 
kecepatan dan 
kecermatan dalam 
pengelolaan 
keuangan 

                  

          Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja OPD 

Tersedianya laporan 
keuangan OPD  

3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen   

          Penatausahaan 
Keuangan OPD 

Terlaksananya 
penatausahaan 
keuangan OPD untuk 
1 tahun 

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun   

          Penyusunan 
Perencanaan dan 
Penganggaran OPD 

Tersusunnya Renja 
tahunan dalam bentuk 
APBD murni, APBD 
Pergeseran dan 
APBD Perubahan 

1 tahun 3 dokumen               
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program / 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) / 

Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2017-2021 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan 
tahun 2020 (n-3)  

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d tahun 2022 

Ket Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2021 
(n-2)  

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 2021 
(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiatan 

s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = ( 7 / 6 ) 9 10 11 12 

          Program 
Perencanaan, 
Pengelolaan, 
Pengawasan dan 
Pengendalian 
Kegiatan dan Asset 

Persentase 
kesesuaian usulan 
Renja dengan 
Renstra, persentase 
kesesuaian Renja 
dengan RPJMD dan 
pengendalian asset 
OPD 

                  

          Penyusunan 
Perencanaan dan 
Penganggaran OPD 

Tersusunnya Renja 
tahunan dalam bentuk 
APBD murni, APBD 
Pergeseran dan 
APBD Perubahan 

1 tahun                 

          Pengelolaan, 
Pengawasan dan 
Pengendalian Asset 
OPD 

Honor pejabat 
pengadaan, pengelola 
asset untuk 12 bulan, 
biaya cetak dan 
penggandaan laporan 
asset dan koordinasi 
tentang asset 

1 tahun                 

          Program Peningkatan 
Pelayanan Kedinasan 

Persentase 
koordinasi dengan 
Kabupaten / Kota 

                  

          Penyediaan Jasa 
Pelayanan Tamu 
Pemerintah Daerah 

Terlaksananya 
pelayanan tamu 
koordinasi dengan 
Pemerintah Daerah 

1 tahun                 

          Program Pembinaan 
dan Pengembangan 
Aparatur 

Terlaksananya studi 
banding antar 
provinsi 

                  

          Pengembangan 
Sumber Daya Aparatur 

Peningkatan 
wawasan untuk 4 
bagian pada 
Sekretariat DPRD 

1 tahun                 
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program / 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) / 

Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2017-2021 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan 
tahun 2020 (n-3)  

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d tahun 2022 

Ket Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2021 
(n-2)  

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 2021 
(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiatan 

s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = ( 7 / 6 ) 9 10 11 12 

          Program Peningkatan 
Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

Terlaksananya 
pemahaman dan 
penetapan 
rancangan APBD 
tepat waktu, jumlah 
perda yang 
disetujui, jumlah 
rekomendasi yang 
diberikan DPRD 
untuk perbaikan 
penyelenggaran 
Pemerintah Daerah 

                  

          Pembahasan 
Rancangan Perda 

Terlaksananya 
penetapan Perda / 
Keputusan DPRD 

22 
Ranperda / 
38 
Keputusan 
DPRD 

19 Ranperda, 2 
KUA/PPAS, 5 
Pansus, 1 Prolegda  

19 
Ranperda, 2 
KUA/PPAS, 
5 Pansus, 1 
Prolegda  

19 Ranperda, 
2 KUA/PPAS, 
5 Pansus, 1 
Prolegda  

19 
Ranperda, 2 
KUA/PPAS, 
5 Pansus, 1 
Prolegda  

19 
Ranperda, 2 
KUA/PPAS, 
5 Pansus, 1 
Prolegda  

20 
Ranperda / 
Keputusan 
DPRD  

20 Ranperda 
/ Keputusan 
DPRD  

  

          Reses Terlaksananya reses 
perorangan dan reses 
kelompok 

3 reses  3 reses   3 reses   3 reses   3 reses   3 reses   3 reses   3 reses    

          Kunjungan Kerja 
Pimpinan dan Anggota 
DPRD  

Terwujudnya 
kunjungan kerja 
Pimpinan, Anggota 
dan Sekretaris DPRD 

20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali 20 kali   

          Peningkatan Kapasitas 
Pimpinan, Anggota dan 
Sekretaris DPRD 

Terlaksananya 
workshop 

6 kali  6 kali   6 kali   6 kali   6 kali   6 kali   6 kali   6 kali    
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program / 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) / 

Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2017-2021 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan 
tahun 2020 (n-3)  

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d tahun 2022 

Ket Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2021 
(n-2)  

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 2021 
(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiatan 

s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = ( 7 / 6 ) 9 10 11 12 

          Sosialisasi Peraturan 
Perundang Undangan 

Terlaksananya 
kegiatan sosialisasi 
ranperda dan 
keputusan DPRD 
kepada masyarakat 
dan Pemda 
Kabupaten / Kota se-
Sumbar 

3 keg  3 keg   3 keg   3 keg   3 keg   3 keg   3 keg   3 keg    

          Penyebarluasan 
Informasi 
Pembangunan Daerah 

Tersusunnya 
dokumen publikasi 

1 tahun  1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun   1 tahun    

          Koordinasi Kerjasama 
Permasalahan 
Peraturan Perundang-
undangan 

Terlaksananya 
koordinasi dengan 
Kabupaten / Kota 

2 laporan  2 laporan   2 laporan   2 laporan   2 laporan   2 laporan   2 laporan   2 laporan    

          Kajian Peraturan 
Perundang-undangan 
Daerah terhadap 
Peraturan Perundang-
undangan yang lebih 
Tinggi, Keserasian 
Peranan Per UU 

Tersusunnya laporan 
hasil kajian 

2 kajian  2 kajian   2 kajian   2 kajian   2 kajian   2 kajian   2 kajian   2 kajian    

          Seminar dalam rangka 
Pembahasan 
Ranperda 

Tersusunnya laporan / 
rekomendasi 
pelaksanaan seminar 

2 keg  5 keg   5 keg   5 keg   5 keg   5 keg   2 keg   2 keg    

          Kunjungan Kerja 
Pimpinan dan Anggota 
DPRD Dalam Daerah 

Terlaksananya 
kunjungan kerja 
Pimpinan, Anggota 
dan Sekretaris DPRD 
dalam daerah 

1 tahun laporan 12 keg, 19 
kab/kota  

         1 tahun   1 tahun    

          Kunjungan Kerja 
Pimpinan dan Komisi 
ke luar Daerah 

Terwujudnya 
peningkatan wawasan 
dan kinerja DPRD 

3 masa 
sidang 

 6 keg           3 masa 
sidang  

 3 masa 
sidang  
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Kode 

Urusan / Bidang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program / 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (Outcome) / 

Kegiatan (Output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Perangkat 
Daerah) 
Tahun 

2017-2021 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 

dengan 
tahun 2020 (n-3)  

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2) Target 

program 
dan 

kegiatan 
(Renja 

Perangkat 
Daerah 
tahun 
n-1) 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Target Renstra 

Perangkat 
Daerah s/d tahun 2022 

Ket Target 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun 2021 
(n-2)  

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

Tahun 2021 
(n-2) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 
Program 

dan 
Kegiatan 

s/d 
tahun 

berjalan 
(tahun n-1) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = ( 7 / 6 ) 9 10 11 12 

          Penyediaan Jasa 
Pelayanan Tamu 
Pemda 

Terlaksananya 
koordinasi dengan 
Pemerintah Daerah 

1 tahun  1 tahun           1 tahun   1 tahun    



Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun 2025 

 Hal. 29 
 

Sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan 

pemutakhirannya melalui Kepmendagri nomor 050, untuk pelaksanaan Program dan 

Kegiatan tahun 2025, menggunakan pola yang sama dengan pola tahun 2023. Setiap 

sub kegiatan telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan tersebut di atas. 

Melalui kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat, menetapkan bahwa terdapat klasifikasi subkegiatan yang harus, dapat, tidak dapat 

digunakan oleh organisasi. Dengan demikian beberapa sub kegiatan baru akan muncul 

di dalam perlaksanaan anggaran tahun 2025. Sisi lain dari kewenangan tersebut adalah 

untuk menyeragamkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi sebagai inti dari 

pelaksanaan anggaran internal masing-masing perangkat daerah.  

Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran dan aliran kas pada program dan 

kegiatan ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan capaian kegiatan 

di bawah 95%. 

Untuk Program dan Kegiatan tahun 2025 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Barat berkomitmen untuk melaksanakannya seoptimal mungkin dengan capaian kinerja 

masing–masing program dan kegiatan perkiraan mencapai 100 %, dengan batas minimal 

95 % sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala OPD dengan Gubernur Sumatera Barat. 

Untuk tahun 2024 Sekretariat DPRD memfokuskan pada kegiatan-kegiatan dengan 

anggaran porsi terbesar sehingga dapat memenuhi target baik fisik maupun keuangan 

dengan artian tetap memperhatikan program dan kegiatan lainnya. 

Untuk Capaian target Renstra Sekretariat DPRD dengan realisasi Rencana Kerja 

tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel T.C.30, pada tabel tersebut dapat dilihat 

capaian target Renstra dengan Realisasi Rencana Kerja tahun sebelumnya, pada tabel 

ini Sekretariat DPRD menampilkan target Renstra Tahun 2021 dengan realisasi tahun 

2022 dan perkiraan capaian pada tahun 2025. 
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Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun 2025 

 Hal. 30 
 

Tabel T.C.30 

Capaian Target Renstra Sekretariat DPRD dengan Renja Tahun Sebelumnya 

NO INDIKATOR 

SPM / 
STAND

AR 
NASION

AL 

IKK (PP 
6/2008) 

TARGET RENSTRA OPD 
REALISASI 
CAPAIAN 

PROYEKSI 

CATA
TAN 

ANALI
SIS 

TAHUN 
2020 

(thn n-3) 

TAHUN 
2021 

(thn n-2) 

TAHUN 
2022 

(thn n-1) 

TAHUN 
2023 

TAHUN 
2023 

(thn n-1) 
% 

TAHUN 
2024 

(thn n) 

TAHU
N 

2025 
(thn 
n+1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Indeks 
Kepuasan 
Kepada 
Pemangku 
Kepentingan 

    90 90 90 90 90,15 100,17 90,20 90,30 
 

2 Nilai 
evaluasi 
akuntabilitas 
kinerja 

    A A A A 77,07 96,33 78,10 80,01 
 

Berdasarkan pencapaian tahun 2023, secara global target fisik dan target keuangan 

kegiatan sudah tercapai, namun ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai, termasuk di 

dalamnya program pokok kegiatan. Tidak tercapainya target keuangan masing-masing 

kegiatan dapat dipahami karena beberapa alasan logis seperti peran penggunaan dan 

optimalisasi keuangan bergantung kepada aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pemangku kepentingan. Sekretariat 

dalam hal ini selalu mengedepankan pelayanan terbaik, karena fungsi utama sekretariat 

sejalan dengan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Tugas Pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah 

Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga 

ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan 

fungsi sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD; 

2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; 

3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD; dan 

4. Penyediaan dan Pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD. 

    Untuk tahun 2025 diperkirakan target yang ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi 

dan pengendalian mendalam dilakukan terhadap beberapa kegiatan yang tidak 

mencapai target keuangan pada tahun 2023. Evaluasi dilakukan dalam bentuk mencari 

solusi atas masalah yang akan terjadi mengacu kepada kegiatan tahun 2023. Sedangkan 

pengendalian dilakukan melalui pengetatan aliran kas dari per tiga bulan menjadi per 
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bulan, hal tersebut dirasa efektif untuk mematangkan target agar sesuai dengan 

perencanaan. 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah 

sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Barat terhadap tugas dan fungsi Dewan sesuai SOP, dan Indikator Kinerja 

Kunci (IKK) yaitu Pelaksanaan Program Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat 

DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Program yang menyangkut dengan Program 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan beberapa kegiatan. Jenis Indikator yang dikaji sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu 

Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi 

sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) sudah mengacu pada PP No. 12 

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan dijabarkan 

dalan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur dukungan staf memfasilitasi 

DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai fungsi Legislatisi, 

Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan, maka tolok ukur kinerja Sekretariat DPRD 

adalah ditandai dengan terlaksananya fungsi DPRD sesuai dengan Program dan 

kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja tahun 2025 ini Sekretariat DPRD 

Provinsi Sumatera Barat telah memiliki tolok ukur dan Indikator Kinerja yang akan diuji 

yaitu Tolok ukur pertama adalah Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku 

Kepentingan yang ditandai dengan indikator indeks kepuasan pemangku kepentingan 

dengan pelaksanaan pengukuran menggunakan formula tertentu dan akan 

menghasilkan skor sesuai dengan atau di atas target yang telah ditetapkan. Tolok ukur 

kedua adalah Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang diberikan oleh tim 

penilai dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, dan kemudian adalah tolok ukur ketiga 

yakni Realisasi Keuangan yang mencapai target sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara 

Gubernur dengan Sekretaris DPRD. Ketiga tolok ukur ini menjadi indikator kepada 

Sekretariat DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan 

Gubernur no. 45 tahun 2018. 

 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD 

Permendagri nomor 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, kemudian Peraturan 

Gubernur nomor 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan 

Gubernur nomor  55 tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadikan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berada pada struktur organisasi dengan tipe 

B. Dengan struktur organisasi tipe B, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari 

tiga bagian dengan masing-masing tiga subbagian. Pembagian tersebut bisa dianalisis 

bahwa sesuai dengan Permendagri 104 tahun 2016 Sekretariat DPRD lebih memperkuat 

fungsi dan tugas pokok sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan 

pelayanan kepada Pemangku Kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD yang 

terdiri dari unsur pimpinan dan anggota DPRD. 

1. Tingkat Pelayanan kinerja OPD. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Barat telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah pada paragraf 2 Pasal 9 (5), dimana Sekretariat DPRD melaksanakan 

fungsinya sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi; 

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi; 

c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan 

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 

provinsi. 

Fungsi tersebut diatas akan dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD sebagai 

pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD yang akan dijabarkan oleh masing-

masing bagian di Sekretariat DPRD. 

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan 

fungsi OPD. 

a. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia. 

b. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integritas, sinkronisasi tugas 

dan fungsi DPRD dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan lembaga sosial 

kemasyarakatan lainnya termasuk LMS. 

c. Masih rendahnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 

d. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan 

kelembagaan kesekretariatan DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan 

eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh. 
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e. Masih lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk 

mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya. 

f. Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan 

pelaksanaan tugas instansi pemerintah. 

g. Peningkatan hubungan yang harmonis dengan DPRD untuk mewujudkan 

pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara dinamis dan 

demokratis. 

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah. 

Dari kondisi yang kami kemukakan di atas dengan memanfaatkan peluang yang 

ada serta memaksimalkan staf yang ada hal ini tidak berpengaruh terhadap 

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program kepala daerah dan wakil 

kepala daerah yang berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–

2026; dimana Visi Pembangunan Sumatera Barat yang ingin diwujudkan pada 

periode 2021–2026 adalah TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG 

UNGGUL DAN BERKELANJUTAN. Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat 

DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dalam RPJMD Provinsi 

Sumatera Barat 2021–2026 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Ke Tujuh 

yaitu: “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang 

bersih, akuntabel serta berkualitas” dengan tujuan berupa terwujudnya kualitas 

tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Adapun Sekretariat DPRD 

akan berkontribusi pada sasaran (i) terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang 

bersih dan akuntabel, dan sasaran (iii) meningkatnya kualitas pelayanan public yang 

akan dilaksanakan melalui program–program OPD Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Barat mengacu kepada Permendagri nomor 90 tahun 2019 adalah 

sebagai berikut: 

a. Program Utama (1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

DPRD”, kemudian 

b. Program Penunjang “(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah” 

Adapun sasaran kinerja utama Sekretatriat DPRD Provinsi Sumatera Barat 

setelah dilaksanakannya telaah terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan 

wakil kepala daerah terpilih adalah “Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku 

Kepentingan”, dengan indikator “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan” 

terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam kurun waktu 5 tahun. 

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD 
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Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting 

dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan 

ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal 

maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan 

menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas. 

Ilustrasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengenai kekuatan, 

kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada 

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, bisa digambarkan melalui fasilitasi 

penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat 

DPRD Provinsi Sumatera Barat serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-

isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga 

dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika komplek 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya 

berpengaruh pada: 

a. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan dan perumusan kebijakan publik. 

b. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik 

(good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat selama beberapa waktu kedepan 

dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut: 

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan: 

a. Kekuatan (strengths) 

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain: 

1) Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah 

Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah selaku egislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa 

dipertahankan; 

2) Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan 

DPRD; 

3) Kemandirian dalam rangka optimalisasi fasilitasi terhadap Lembaga 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku; 

4) Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi. 

b. Kelemahan (weaknesses) 

Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor yaitu: “Kurangnya kompetensi 

sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini 

terhadap perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-

undangan”. 

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan: 

a. Peluang (Opportunities) 

Pada sisi peluang, terdapat faktor-faktor strategis antara lain: 

1) Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam 

pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

2) Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan 

keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi 

motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan 

Kedewanan dan pelayanan public ke depan; 

b. Tantangan/ancaman/hambatan (Threats) 

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan, terdapat faktor-faktor strategis 

antara lain: 

1) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari 

Pemerintah Pusat; 

2) Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme 

aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka 

optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas 

Kedewanan secara berkesinambungan; 

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan dan perumusan kebijakan public dan penerapa n prinsip-prinsip tata 

kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tantangan yang 

harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi 
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institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan 

kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, 

maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan terwujudnya 

tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD 

Provinsi Sumatera Barat. 

Berkaitan dengan kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan 

Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang antara lain untuk 

menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran 

pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan 

Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, di Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Barat tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan antara Renstra 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra K/L maupun 

Kabupaten/Kota. 

Dari isu-isu penting dan peluang yang kami kemukakan di atas maka untuk 

tahun 2024 kami akan berusaha dan merekomendasikan dengan Memberikan 

pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan Fungsi, Tugas, Wewenang dan hak 

dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan Memfasilitasi masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi ke DPRD dan berdampak  kepada Visi dan Misi kepala 

Daerah dengan merumuskan program dan kegiatan yang akan 

dirumuskan/dikemukakan pada penelaahan usulan program dan kegiatan Rencana 

Kerja ini. 

2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD 

Analisis kebutuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk 

program urusan maupun program pendukung. Analisis kebutuhan juga meliputi indikator 

kinerja yang relevan untuk kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Sumatera Barat.  

Reviu rancangan Rencana Kerja tahun 2024 berhubungan dengan kepatuhan 

dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran. Kaidah yang dimaksud adalah 

kesesuaian dengan standar biaya APBD, kesesuaian dengan standar harga barang dan 

jasa, kesesuaian dengan standar perjalanan dinas dan untuk pengadaan disesuaikan 

dengan dokumen RKBMD dan RKPBMD, selanjutnya kesesuaian dengan Surat Edaran 

Gubernur. Untuk rancangan awal RKPD tahun 2025 Sekretariat DPRD fokus pada 

kesesuaian pengadaan dengan RKBMD dan RKPBMD dan kesesuain dengan standar 

barang dan jasa.  
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Tabel T-C.31 
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  

Provinsi Sumatera Barat 
Nama OPD : Sekretariat DPRD 
 

NO 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator Kinerja Program/ 

Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator Kinerja Program/ 
Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 

  SEKRETARIAT DPRD       120.089.166.000  SEKRETARIAT DPRD       230.860.189.108  

I 

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

        76.820.602.800  

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

      112.976.039.226  

1 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

             824.079.000  

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

          1.299.602.500  

  
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

8 Dokumen        271.845.000  
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

8 Dokumen        620.977.500  

  

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

16 Laporan        174.030.000  

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

16 Laporan        353.100.000  

  
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

4 Laporan        378.204.000  
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

4 Laporan        325.525.000  

2 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

        13.079.015.164  
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

        13.667.091.564  

  
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

89 Orang 
    

11.357.742.664  
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

89 Orang   11.357.818.664  

  

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

10.000 
Dokumen 

    1.192.845.000  

Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

10.000 
Dokumen 

    1.408.318.900  

  

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD 
dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

12 Laporan        528.427.500  

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD 
dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

12 Laporan        900.954.000  
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NO 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator Kinerja Program/ 

Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator Kinerja Program/ 
Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 

3 
Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

             544.233.000  
Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

          1.093.759.595  

  
Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Pengamanan 
Barang Milik Daerah SKPD 

2 Dokumen        414.450.000  
Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Pengamanan 
Barang Milik Daerah SKPD 

2 Dokumen        507.150.000  

  

Pembinaan, 
Pengawasan, dan 
Pengendalian Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan, Pengawasan, dan 
Pengendalian Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

12 Laporan          99.844.000  

Pembinaan, 
Pengawasan, dan 
Pengendalian Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan, Pengawasan, dan 
Pengendalian Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

12 Laporan        581.580.000  

  
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

3 Laporan          29.939.000  
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada 
SKPD 

3 Laporan            5.029.595  

4 
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

             198.050.000  
Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

             655.588.000  

  
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapan 

200 Paket        111.000.000  
Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapan 

200 Paket        300.000.000  

  
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

200 Orang          87.050.000  
Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

200 Orang        355.588.000  

5 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

          4.294.442.780  
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

          7.943.455.255  

  

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

7 Paket          94.130.780  

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

7 Paket        190.694.680  

  
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

4 Paket        115.000.000  
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

4 Paket          25.604.825  

  
Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan 

3 Paket        245.230.000  
Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan 

3 Paket        245.230.000  

  
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

11 Paket        985.420.000  
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

11 Paket        985.420.000  
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NO 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator Kinerja Program/ 

Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator Kinerja Program/ 
Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 

  
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

8 Paket        156.852.000  
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

8 Paket     1.209.808.750  

  
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

22 
Dokumen 

      250.000.000  
Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

22 
Dokumen 

       315.820.000  

  
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

108 Laporan        185.400.000  
Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

108 Laporan    1.776.330.000  

  
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

2400 
Laporan 

    2.120.200.000  
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

2400 
Laporan 

    2.383.656.000  

  
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD 

625 
Dokumen 

       107.210.000  
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip Dinamis 
pada SKPD 

625 
Dokumen 

       107.210.000  

  

Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

2 Dokumen          35.000.000  

Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

2 Dokumen        703.681.000  

6 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

          4.616.057.956  

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

          7.385.867.188  

  

Pengadaan Kendaraan 
Dinas Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Disediakan 

1 Unit        500.000.000  

Pengadaan Kendaraan 
Dinas Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Disediakan 

1 Unit        500.000.000  

  
Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Disediakan 

1 Unit 
         

400.000.000  

Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Disediakan 

1 Unit     1.488.193.152  

  Pengadaan Mebel 
Sumatera 

Barat 
Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

2 Paket        322.412.000  Pengadaan Mebel 
Sumatera 

Barat 
Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

2 Paket     1.416.447.680  

  
Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang Disediakan 

79 Unit        438.620.000  
Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang Disediakan 

79 Unit     1.026.200.400  
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NO 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator Kinerja Program/ 

Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator Kinerja Program/ 
Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 

  
Pengadaan Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

1 Unit     1.017.700.956  
Pengadaan Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

1 Unit     1.017.700.956  

  

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

2 Unit     1.235.200.000  

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

2 Unit     1.235.200.000  

  

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

1 Unit     1.202.125.000  

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

1 Unit     1.202.125.000  

7 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

          6.473.868.367  
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

        13.741.930.074  

  
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

12 Laporan        195.200.000  
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

12 Laporan        195.200.000  

  
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang Disediakan 

12 Laporan     2.001.822.400  
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang Disediakan 

12 Laporan     2.398.086.000  

  
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

24 Laporan        280.800.000  
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

24 Laporan     1.897.698.532  

  
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

6 Laporan     3.996.045.967  
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

6 Laporan 9.250.945.542  

8 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

          3.596.833.513  

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

        21.015.588.710  

  

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 

4 Unit        612.000.000  

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 

4 Unit        612.000.000  
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NO 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator Kinerja Program/ 

Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator Kinerja Program/ 
Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 

  

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan Dibayarkan 
Pajak dan Perizinannya 

64 Unit        998.700.000  

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan Dibayarkan 
Pajak dan Perizinannya 

64 Unit     1.223.770.400  

  Pemeliharaan Mebel 
Sumatera 

Barat 
Jumlah Mebel yang Dipelihara 400 Unit          58.450.000  Pemeliharaan Mebel 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Mebel yang Dipelihara 400 Unit        348.000.000  

  
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

161 Unit          50.600.000  
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

161 Unit        109.390.000  

  
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit        526.132.000  
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit   15.307.908.310  

  

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit        557.935.000  

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit     2.579.070.000  

  

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

2 Unit        793.016.513  

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

2 Unit        835.450.000  

9 
Layanan Keuangan dan 
Kesejahteraan DPRD 

        42.255.703.840  
Layanan Keuangan dan 
Kesejahteraan DPRD 

        44.445.237.840  

  
Penyelenggaraan 
Administrasi Keuangan 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Anggota DPRD yang 
Menerima Hak Keuangan DPRD 

65/14 
Orang/Bulan 

  41.569.553.840  
Penyelenggaraan 
Administrasi Keuangan 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Anggota DPRD yang 
Menerima Hak Keuangan DPRD 

65/14 
Orang/Bulan 

  42.369.553.840  

  
Penyediaan Pakaian 
Dinas dan Atribut DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
dan Atribut DPRD yang 
Disediakan 

65 Paket        521.450.000  
Penyediaan Pakaian 
Dinas dan Atribut DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
dan Atribut DPRD yang 
Disediakan 

65 Paket     1.877.434.000  

  
Pelaksanaan Medical 
Check Up DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Medical Check Up DPRD 

65 Orang        164.700.000  
Pelaksanaan Medical 
Check Up DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Medical Check Up DPRD 

65 Orang        198.250.000  

10 
Layanan Administrasi 
DPRD 

             438.319.180  
Layanan Administrasi 
DPRD 

          1.227.918.500  
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NO 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator Kinerja Program/ 

Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator Kinerja Program/ 
Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 

  
Penyelenggaraan 
Administrasi 
Keanggotaan DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Administrasi 
Keanggotaan DPRD 

65 
Dokumen 

         15.193.000  
Penyelenggaraan 
Administrasi 
Keanggotaan DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Administrasi 
Keanggotaan DPRD 

65 
Dokumen 

         34.325.000  

  Fasilitasi Fraksi DPRD 
Sumatera 

Barat 
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 
Fraksi DPRD 

7 Laporan          40.792.000  Fasilitasi Fraksi DPRD 
Sumatera 

Barat 
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 
Fraksi DPRD 

7 Laporan          95.160.000  

  
Fasilitasi Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
DPRD 

24 Laporan        103.330.000  
Fasilitasi Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
DPRD 

24 Laporan        673.200.000  

  
Penyediaan Kebutuhan 
Rumah Tangga DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Kebutuhan 
Rumah Tangga DPRD yang 
Disediakan 

12 Paket        279.004.180  
Penyediaan Kebutuhan 
Rumah Tangga DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Paket Kebutuhan 
Rumah Tangga DPRD yang 
Disediakan 

12 Paket        425.233.500  

II 
PROGRAM DUKUNGAN 
PELAKSANAAN TUGAS 
DAN FUNGSI DPRD 

        43.268.563.200  
PROGRAM DUKUNGAN 
PELAKSANAAN TUGAS 
DAN FUNGSI DPRD 

      117.884.149.882  

11 
Pembentukan Perda 
dan Peraturan DPRD 

          8.959.588.000  
Pembentukan Perda 
dan Peraturan DPRD 

        33.958.967.800  

  

Penyusunan dan 
Pembahasan Program 
Pembentukan Peraturan 
Daerah 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyusunan dan Pembahasan 
Program Pembentukan 
Peraturan Daerah 

1 Dokumen        785.000.000  

Penyusunan dan 
Pembahasan Program 
Pembentukan Peraturan 
Daerah 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyusunan dan Pembahasan 
Program Pembentukan 
Peraturan Daerah 

1 Dokumen     1.483.232.000  

  
Pembahasan Rancangan 
Perda 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan Rancangan Perda 

10 
Dokumen 

    2.656.503.000  
Pembahasan Rancangan 
Perda 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan Rancangan Perda 

10 
Dokumen 

    6.476.572.200  

  
Penyelenggaraan Kajian 
Perundang-Undangan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Kajian 
Perundang-Undangan 

6 Dokumen        113.835.000  
Penyelenggaraan Kajian 
Perundang-Undangan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Kajian 
Perundang-Undangan 

6 Dokumen        339.892.000  

  
Fasilitasi Penyusunan 
Naskah Akademik 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyusunan Penjelasan atau 
Keterangan dan/atau Naskah 
Akademik yang Difasilitasi 

6 Dokumen        348.000.000  
Fasilitasi Penyusunan 
Naskah Akademik 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyusunan Penjelasan atau 
Keterangan dan/atau Naskah 
Akademik yang Difasilitasi 

6 Dokumen        600.811.000  

  
Penyusunan Tata Tertib 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Tata Tertib 
DPRD yang Disusun 

1 Dokumen          56.250.000  
Penyusunan Tata Tertib 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Tata Tertib 
DPRD yang Disusun 

1 Dokumen          69.460.600  

  

Sosialisasi Peraturan 
Daerah yang dilakukan  
bersama oleh DPRD dan 
Pemerintah Daerah 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
yang Dilakukan Bersama oleh 
DPRD dan Pemerintah Daerah 

39.000 
Orang 

    5.000.000.000  

Sosialisasi Peraturan 
Daerah yang dilakukan  
bersama oleh DPRD dan 
Pemerintah Daerah 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Sosialisasi Peraturan Daerah 
yang Dilakukan Bersama oleh 
DPRD dan Pemerintah Daerah 

39.000 
Orang 

  24.989.000.000  
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NO 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator Kinerja Program/ 

Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator Kinerja Program/ 
Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 

12 
Pembahasan Kebijakan 
Anggaran 

          3.530.297.300  
Pembahasan Kebijakan 
Anggaran 

          6.704.348.000  

  
Pembahasan KUA dan 
PPAS 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan KUA dan PPAS 

1 Dokumen        761.887.600  
Pembahasan KUA dan 
PPAS 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan KUA dan PPAS 

1 Dokumen 
      

1.445.578.200  

  
Pembahasan Perubahan 
KUA dan Perubahan 
PPAS 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan Perubahan KUA 
dan Perubahan PPAS 

1 Dokumen        574.825.400  
Pembahasan Perubahan 
KUA dan Perubahan 
PPAS 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan Perubahan KUA 
dan Perubahan PPAS 

1 Dokumen        888.637.200  

  Pembahasan APBD 
Sumatera 

Barat 
Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan APBD 

1 Dokumen        727.474.400  Pembahasan APBD 
Sumatera 

Barat 
Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan APBD 

1 Dokumen     1.431.088.000  

  
Pembahasan Perubahan 
APBD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan Perubahan APBD 

1 Dokumen        575.062.800  
Pembahasan Perubahan 
APBD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan Perubahan APBD 

1 Dokumen    1.420.920.700  

  
Pembahasan Laporan 
Semester 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan Laporan Realisasi 
Pelaksanaan APBD Per 
Semester 

1 Dokumen          11.047.000  
Pembahasan Laporan 
Semester 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan Laporan Realisasi 
Pelaksanaan APBD Per 
Semester 

1 Dokumen          63.476.700  

  
Pembahasan 
Pertanggungjawaban 
APBD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan 
Pertanggungjawaban APBD 

1 Dokumen        880.000.100  
Pembahasan 
Pertanggungjawaban 
APBD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembahasan 
Pertanggungjawaban APBD 

1 Dokumen     1.454.647.200  

13 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

          4.253.105.900  
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

        15.018.881.900  

  
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Pemerintahan dan Hukum 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Pemerintahan dan Hukum 

         646.688.000  
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Pemerintahan dan Hukum 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Pemerintahan dan Hukum 

      2.287.616.000  

  
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Infrastruktur 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Infrastruktur 

         786.500.600  
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Infrastruktur 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Infrastruktur 

      2.716.364.600  

  
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Kesejahteraan Rakyat 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Pengawasan 
Urusan Pemerintahan Bidang 
Kesejahteraan Rakyat 

3 Laporan        770.249.300  
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Kesejahteraan Rakyat 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Pengawasan 
Urusan Pemerintahan Bidang 
Kesejahteraan Rakyat 

3 Laporan     2.925.850.300  
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NO 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator Kinerja Program/ 

Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator Kinerja Program/ 
Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 

  
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Perekonomian 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Perekonomian 

3 Laporan     1.004.470.000  
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Perekonomian 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Perekonomian 

3 Laporan     3.025.511.900  

  
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Sumber Daya Alam 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang Sumber 
Daya Alam 

3 Laporan        562.671.100  
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang 
Sumber Daya Alam 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Urusan 
Pemerintahan Bidang Sumber 
Daya Alam 

3 Laporan     2.403.711.600  

  

Pengawasan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan 
Laporan Keuangan oleh 
Badan Pemeriksa 
Keuangan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengawasan Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan Laporan 
Keuangan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan 

2 Dokumen          90.464.400  

Pengawasan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan 
Laporan Keuangan oleh 
Badan Pemeriksa 
Keuangan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengawasan Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan Laporan 
Keuangan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan 

2 Dokumen        378.819.400  

  
Pengawasan 
Penggunaan Anggaran 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengawasan Penggunaan 
Anggaran 

1 Dokumen        179.159.300  
Pengawasan 
Penggunaan Anggaran 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengawasan Penggunaan 
Anggaran 

1 Dokumen        551.454.300  

  

Pembahasan Laporan 
Keterangan 
Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Rekomendasi Hasil 
Pembahasan Laporan 
Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah 

1 Dokumen        212.903.200  

Pembahasan Laporan 
Keterangan 
Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Rekomendasi Hasil 
Pembahasan Laporan 
Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah 

1 Dokumen        729.553.800  

14 
Peningkatan Kapasitas 
DPRD 

        12.560.114.400  
Peningkatan Kapasitas 
DPRD 

        17.243.937.700  

  
Pendalaman Tugas 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pendalaman Tugas DPRD 

48 
Dokumen 

    6.138.524.400  
Pendalaman Tugas 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pendalaman Tugas DPRD 

48 
Dokumen 

    6.138.524.400  

  
Penyediaan Kelompok 
Pakar dan Tim Ahli 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Orang dalam Kelompok 
Pakar dan Tim Ahli 

30 Orang        725.620.000  
Penyediaan Kelompok 
Pakar dan Tim Ahli 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Orang dalam Kelompok 
Pakar dan Tim Ahli 

30 Orang     1.696.860.000  

  
Penyediaan Tenaga Ahli 
Fraksi 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang        265.200.000  
Penyediaan Tenaga Ahli 
Fraksi 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang        481.657.800  

  
Penyelenggaraan 
Hubungan Masyarakat 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Hubungan 
Masyarakat 

12 
Dokumen 

       818.270.000  
Penyelenggaraan 
Hubungan Masyarakat 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Hubungan 
Masyarakat 

12 
Dokumen 

       818.270.000  

  
Penyusunan Program 
Kerja DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Rencana 
Kerja DPRD 

2 Dokumen        612.500.000  
Penyusunan Program 
Kerja DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Rencana 
Kerja DPRD 

2 Dokumen        703.571.300  

  
Publikasi dan 
Dokumentasi Dewan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Publikasi dan 
Dokumentasi DPRD 

452 
Dokumen 

    4.000.000.000  
Publikasi dan 
Dokumentasi Dewan 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Publikasi dan 
Dokumentasi DPRD 

452 
Dokumen 

    7.405.054.200  
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NO 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Program/Kegiatan Lokasi 
Indikator Kinerja Program/ 

Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 
Program/Kegiatan Lokasi 

Indikator Kinerja Program/ 
Kegiatan 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/ Pagu 

Indikatif 

15 
Penyerapan dan 
Penghimpunan Aspirasi 
Masyarakat 

          6.468.200.000  
Penyerapan dan 
Penghimpunan Aspirasi 
Masyarakat 

        15.332.167.500  

  
Kunjungan Kerja dalam 
Daerah 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil 
Kunjungan Kerja DPRD 

390 Laporan        87.200.000  
Kunjungan Kerja dalam 
Daerah 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil 
Kunjungan Kerja DPRD 

390 Laporan          87.209.200  

  
Penyusunan Pokok-
Pokok Pikiran DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Pokok-Pokok 
Pikiran DPRD yang Disusun 

65 
Dokumen 

       124.800.000  
Penyusunan Pokok-
Pokok Pikiran DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Pokok-Pokok 
Pikiran DPRD yang Disusun 

65 
Dokumen 

       124.800.000  

  Pelaksanaan Reses 
Sumatera 

Barat 
Jumah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Reses 

195 
Dokumen 

    6.256.200.000  Pelaksanaan Reses 
Sumatera 

Barat 
Jumah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Reses 

195 
Dokumen 

  15.120.158.300  

16 
Pelaksanaan dan 
Pengawasan Kode Etik 
DPRD 

             233.820.000  
Pelaksanaan dan 
Pengawasan Kode Etik 
DPRD 

             730.546.750  

  
Penyusunan Kode Etik 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Kode Etik dan Tata 
Beracara DPRD 

2 Dokumen        135.420.000  
Penyusunan Kode Etik 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Kode Etik dan Tata 
Beracara DPRD 

2 Dokumen        555.286.600  

  
Pengawasan Kode Etik 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Kode Etik DPRD 

3 Laporan          98.400.000  
Pengawasan Kode Etik 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Kode Etik DPRD 

3 Laporan        175.260.150  

17 Fasilitasi Tugas DPRD           7.263.437.600  Fasilitasi Tugas DPRD         28.895.300.232  

  
Koordinasi dan Konsultasi 
Pelaksanaan Tugas 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Konsultasi 
Pelaksanaan Tugas DPRD 

24 
Dokumen 

    4.898.568.000  
Koordinasi dan Konsultasi 
Pelaksanaan Tugas 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan Konsultasi 
Pelaksanaan Tugas DPRD 

24 
Dokumen 

    
20.361.830.032  

  
Penyusunan Laporan 
Kinerja DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Fraksi, Alat 
Kelengkapan dan Kinerja DPRD 
yang Disusun 

1 Laporan            6.465.500  
Penyusunan Laporan 
Kinerja DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Laporan Fraksi, Alat 
Kelengkapan dan Kinerja DPRD 
yang Disusun 

1 Laporan        214.304.200  

  
Fasilitasi Pelaksanaan 
Tugas Badan 
Musyawarah 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pelaksanaan Tugas Badan 
Musyawarah 

10 
Dokumen 

       742.854.000  
Fasilitasi Pelaksanaan 
Tugas Badan 
Musyawarah 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pelaksanaan Tugas Badan 
Musyawarah 

10 
Dokumen 

    2.162.838.000  

  
Fasilitasi Tugas Pimpinan 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Tugas Pimpinan DPRD 

36 
Dokumen 

       856.200.000  
Fasilitasi Tugas Pimpinan 
DPRD 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Tugas Pimpinan DPRD 

36 
Dokumen 

    4.207.036.000  

  
Fasilitasi Pelaksanaan 
Tugas Panitia Khusus 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pelaksanaan Tugas Panitia 
Khusus 

3 Dokumen        759.350.100  
Fasilitasi Pelaksanaan 
Tugas Panitia Khusus 

Sumatera 
Barat 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pelaksanaan Tugas Panitia 
Khusus 

3 Dokumen     1.949.292.000  
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